KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

Jakarta, 14 Februari 2014



e ——
DASAR HUKUM
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

UU No0.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- I
1. PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan
2. PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik

4

Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan




SINKRONISASI REGULASI

A. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

m Regulasi Ketenagalistrikan Regulasi Jasa Konstruksi

1 PP No.62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa PP No. 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No.28
Penunjang Tahun 2008 tentang peran masyarakat dalam Jasa
Konstruksi

= Usaha jasa penunjang tenaga listrik = QOrang perseorangan yang memberikan layanan
dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha jasa konstruksi atau orang perseorangan yang
swasta, koperasi yang berbadan hukum dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan
indonesia dan berusaha dibidang jasa layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat
penunjang tenaga listrik sesuai dengan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi (Pasal 8C);

klasifikasi dan kualifikasi dan sertifikat usaha

jasa penunjang tenaga listrik
= Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi

mekanikal dan elektrikal, dan orang perseorangan
untuk klasifikasi elektrikal, harus berkoordinasi
dengan instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagalistrikan (Pasal
8D);

= Klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi
perencana, pelaksana dan pengawas
bangunan sipil dan gedung untuk instalasi
penyediaan tenaga listrik mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang jasa
konstruksi;

= SO unak Kesfateraan Relyat l



SINKRONISASI REGULASI (Lanjutan)
B. Lembaga Inspeksi Teknik

m Regulasi Ketenagalistrikan Regulasi Standardisasi

1 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pada UU ini mulai berlaku, UU No. 15 tahun 1985 tentang
ketenagalistrikan (LNRI Tahun 1985 Nomor 74, TLNRI
No0.3317) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

2 PP No.14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
Penyediaan Tenaga Listrik

» Pada konsideran mengingat, mencantumkan UU No.30 = Pada konsideran mengingat, mencantumkan UU No. 15

Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tahun 1985 tentang ketenagalistrikan (LNRI Tahun 1985
Nomor 74, TLNRI No.3317)
= |nstalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki = Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem, dan personil
sertifikat laik operasi yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis standar

nasional insdonesia dapat diberikan sertifikat dan atau
dibubuhi tanda SNI
=  Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal = Sertifikat yang dimaksud berupa sertifikat hasil uji, sertifikat

suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi kalibrasi, sertifikat sistem mutu, sertifikat sistem manajemen
sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan lingkungan, sertifikat produk, sertifikat personil, sertifikat
dan dinyatakan siap dioperasikan untuk mewujudkan pengelolaan hutan, sertifikat inspeksi, sertifikat keselamatan.
keandalan, keamanan dan ramah lingkungan

=  Untuk memperoleh sertifikat laik operasi dilakukan =  Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga
pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium.
teknik terakreditasi =  Lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan,

=  Akreditasi lembaga inspeksi teknik diberikan oleh atau laboratorium diakreditasi oleh Komite Akreditasi

Menteri ESDM Nasional




SINKRONISASI REGULASI (Lanjutan)

C. Lembaga Sertifikasi Kompetensi

m Regulasi Ketenagalistrikan Regulasi Sertifikasi Profesi

1 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan UU No. 20 Tahun 2000 tenatang ketenagalistrikan

Setiap tenaga teknik dalam usaha Telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah

ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat Konstitusi

kompetensi

2 PP No.14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha PP No. 3 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi

Penyediaan Tenaga Listrik Profesi

= Pada konsideran mengingat, mencantumkan = Pada konsideran mengingat, mencantumkan UU
UU No. 30 Tahun 2009 tentang No. 20 tahun 2000 tentang ketenagalistrikan (LNRI
Ketenagalistrikan Tahun 2000 Nomor 94, TLNRI No.4226)

= Sertifikat kompetensi diberikan oleh lembaga =  Pada ketentuan lain-lain mencantumkan mengatur
sertifikasi kompetensi terakreditasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang telah

dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau telah diakui oleh lembaga
internasional tetap dilaksanakan oleh Lembaga
Profesi yang bersangkutan
= Akreditasi lembaga sertifikasi kompetensi
diberikan oleh Menteri
=  Menteri menetapkan standar kompetensi
tenaga teknik

"= £SOM untuk Kesejahteraan Rakyat i —




RUANG LINGKUP AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

(PERMEN ESDM NO.5 Tahun 2014 Tenatang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi)

L embaga Inspe embaga Se 3 Lembaga Sertifikasi
Akreditasi < ompete Badan Usaha (LSBU)

Sertifikat Kompetensi
Sertifikat Laik Tenaga Teknik Sertifikat Badan

Operasi (SLO) Ketenagalistrikan Usaha (SBU)
(SKTTK)




LEMBAGA SERTIFIKASI

O Menteri ESDM melakukan Akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi yaitu:

1. Lembaga Inspeksi Teknik
2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi

3. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
0 Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi, yaitu:
1. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, melakukan

a. Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik
b. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi

2. Menteri melakukan sertifikasi Badan Usaha
O Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah ditetapkan oleh Menteri ESDM
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TATA CARA AKREDITASI DAN PENUNJUKAN

Pengajuan Permohonan
Akreditasi/Penunjukan

Pemegang Izin Usaha
Jasa Penunjang Tenaga
Listrik (IUJPTL)
mengajukan
permohonan kepada
Menteri melalui Dirjen

Surat permohonan
menggunakan format
dan formulir yang
ditetapkan

Melengkapi persyaratan
administratif dan teknis

Audit
Akreditasi/Evaluasi
Penunjukan

Dirjen melakukan
audit
Akreditasi/evaluasi
penunjukan.

Audit Akreditasi
dapat dibantu oleh
Panitia Akreditasi
Ketenagalistrikan

Penetapan

Akreditasi/Penunjukan

Dirjen
menyampaikan
rekomendasi
S EE
Akreditasi/
Penujukan

Menteri
menetapkan
keputusan sertifikat
akreditasi/penunjuk
an paling lama 30
hari sejak
permohonan
diterima secara
lengkap

Sertifikat

Akreditasi/Ketetapan

Penunjukan

Sertifikat Akreditasi
berlaku 5 tahun dan
dapat diperpanjang

Ketetapan Penunjukan

berlaku 3 tahun dan
tidak dapat
diperpanjang




ﬂ =
T

FORMAT PERMOHONAN

A.Format Permohonan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik B.Format Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi

KOP SURAT BADAN USAHA KOP SURAT BADAN USAHA
Nomor - ver o-n 20 Nomor yisii RO
Lampiran Lampiran :
Hal : Permohonan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik Hal : Permohonan Akreditasi
Lembaga Sertifikasi Kompetensi
Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Dava Mineral
c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Yang terhormat,
JL. H.R, Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jakarta 12950 c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
JL. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta
Dengan inl kami mengajukan permohonan akreditasi untuk melakukan sertifikasi
instalasi tenaga listrik dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi, dengan ruang lingkup ; Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi untuk melakukan sertifikasi
1. bidang subbidang ... kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan penerbitan sertifikat kompetensi, dengan
2, bidang A ' subbidang .. ruang lingkup )
3. bidang ....... ¢ % ... subbidang ................ 1. bidang .... Saabbidang . v *
2. bidang . subbidang ..
Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut 3. bidang.... . subbidang ..
1. Persyaratan administratif: X :
a. akta pendirian badan usaha; Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut;
penetapan badan usaha sebagai badan hukum; 1. Persyaratan *f‘]_mlnlSlrﬂ[er
¢. nomor pokok wajib pajak; dan a. akta pendirian badan usaha; _
d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi b. penetapan badar.Avusaha sebagai badan hukum;
tenaga listrik. c. nomor pokok wajib pajak; dan
x d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk sertifikasi kompetensi tenaga teknik
2, Persyaratan teknis: ketenagalistrikan.
a. sertifikat badan usaha; g . *
y 2 i o 2. Persyaratan teknis:
C. surat pernyataan vang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak 'L' ﬁf:ru.ﬁkm badan usg}'\a:.
memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa mbangunan dan masangan (nstalasi bt i
tenaga listrik; P J s E pe & €. surat pernyataan yang menvatakan pemilik atau pengurus badan usaha tida
d. penanggung jswab teknik yang bekena penuh waktu untuk sctiap subbidang usaha; ; memiliki afiliasi df"ﬂ:‘“f"]ﬂksa‘“ﬂ‘ jasa penunjang tenaga listrik lainnya;
€. tenaga teknik ketenagalistrikan vang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang AN A ST RN Y
usaha: 5 e. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang
{ dokumen sistern manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia; i :’“;ha: Vop = al Btandar i 1 Ind 3t
g pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; dan % I e mdna}cmcn.muzu ik iR e
h. daftar peralatan yji yang dimiliki dan/awu vang disewa g. pedoman pelaksanaan sertifikasi kompentensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
= d . ' h. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau vang disewa,
Demikian permohonan kami, atas perhatiannys kami ucapkan terima kasth Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,
Pemohon, Pemohon,
Jabatan Jabatan
tanda tangan, meterad, dan stempel tanda tangan, meterai, dan stempel
(Nama Lengkap) [(Nama Lengkap)
Catatan Catatan :
*) disesuarkan *) disesuatkan

\ =£SDM untuk Kesejahteraan Rakyat
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FORMAT PERMOHONAN (Lanjutan)

C.Format Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor - SRR )
Lampiran : ‘
Hal Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

J1. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan, Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan akreditasi untuk melakukan sertifikasi
badan usaha dan menerbitkan sertifikat badan usaha, dengan ruang lingkup

Sebagai kelengkapan permohonan, kami sampaikan dokumen persyaratan, sebagai berikut:
1. Persyaratan administratif:

a. akta pendirian badan usaha;

b, penetapan badan usaha sebagai badan hukum;

¢, nomor pokok wajib pajak; dan

d. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk sertifikasi badan usaha

2. Persyaratan teknis:
ruktur organisasi badan usaha:
. memihki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di
Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa
Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi
dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian
instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi
tenaga listrik, atau sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
c. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di
Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur
untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis
usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
R TIANgEUNE jJawab audiior yang bekerja penuh waktu,
€. tenaga auditor Sertifikasi Badan Usaha yang bekerja penuh waktu;

f. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
g. pedoman peclaksanaan sertifikasi badan usaha
Demikian permohonan kami, atas perhatian bapak/ibu*) kami ucapkan terima
kasih,
Pemohon, | :
Jabatan i 1 I
} {
tanda tangan, meterai, dan stempel
(Nama Lenglkap)
Catatan ;
*) Sesuatkan dengan keperiuan
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A. Format Sertifikat Akreditas: Lembaga Inspeksi Teknik

SERTIFIKAT AKREDITASI

..KODE SERTIFIKAT..

Tanggal akreditasi : ........ccouvens weese Berlaku hingga @ .ocovvviiicincniniie

Diberikan kepada
[ ....Nama Badan Usaha.... |

vang telah memenuhi kesesuaian sebagai
LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK
untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik
dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi

dengan ruang ingkup ...............

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

...........................

/£SDM untuk Kesejahteraan Rakyat
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PENETAPAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAR

1
|
Evaluasi

Permohonan
Penetapan LIT-TR

Permohonan
Penetapan LIT-TR

Keputusan

penetapan LIT-TR Penetapan LIT-TR

Dirjen mengevaluasi
dan menilai
kesesuaian
terrhadap
permohonan
penetapan badan
usaha sbg LIT-TR

Calon LIT-TR
mengajukan
permohonan kepada
Menteri melalui Dirjen

Dirjen memberikan
rekomendasi

penetapan LIT-TR Penetapan LIT-TR

berlaku untuk jangka
waktu 5 tahun dan
dapat diperpanjang

Surat permohonan
menggunakan format
yang telah ditetapkan

Menteri
menetapkan
keputusan

Melengkapi persyaratan
Seol L penetapan LIT-TR

administratif dan teknis

_________________________________,',__

/ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
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FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN LIT-TR

FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN
LEMBAGA INSPEKS] TEKNIK TEGANGAN RENDAH

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor

Permohonan Penetapan Lembaga Inspekst Teknik Tegangan Rendah

Yang terhormat

Menter: Energ: dian Sumber Daya Mineral
¢.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
JI. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7-8
Jakarta 12 )

0

scbhagat

Dengan im kami mengajukan penetapan lembagn inspeksi teknik untuk melakukan

berikut

Seba
.

L,

a. akta pendirian badan usaha

b, penetapan
nomor pos

an usaho sebagat badan hukum
w)ib pajak; dan

d, mn usaha jasa penunjang tenage listrik untuk perneriksaan dan pengujian instalasi
pemanfaatan tenags listrik tegangan rendah

2. Persyaratan teknis
a. memilila kantor wilayah paling sedikit 2 /3 (dua per tigs| dan jumlah provins: di Indone
, dan bagian timur

2 tersebar merata di bagian barat, bagian teng
ENAangEung jJawab tekmik yang bekera peauh
aga teknik ketenagalistrikan vang bekerfa penuh waktu

d, surat ng menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliks
i jasa y‘rmh.znmz nan dan pemasangan insialasi pemanfaatan tenaga

te

afilias
lastrik;
¢. dokumen sistom manajpmen mutu sesuas Standar Nasional Indomes
{ pedoman pelsksanaan pen csaan dan pengujian instalasi pen
tegangan rendah; dan
% daltar peralatan uji yang dimiliki

niaatan

enaga  Listrik

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Pemoho

Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)




SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK

A. Pelaksana sertifikasi instalasi tenaga listrik
1. Pelaksana sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik TT dan TM
dilakukan oleh:
. Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) terakreditasi;
- Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) ditunjuk

2. Pelaksana sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik TR dilakukan oleh:

= Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR);

= Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, dalam hal disuatu daerah
belum terdapat LIT-TR atau LIT-TR tidak dapat penerbitan SLO dalam jangka
waktu 3 hari dan tidak dapat melimpahkan pada badan usaha lain.

\ =% FSDM untuk Kesejahteraan Rakyat B ) _“




SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK (Lanjutan)

B. Penyambungan tenaga listrik

U Permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi penyediaan
tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik TT, TM dan TR dapat
bersamaan dengan permohonan penyambungan tenaga listrik kepada
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;

U Jangka waktu penerbitan SLO merupakan bagian dari jangka waktu
penyambungan tenaga listrik;

A% SDM untuk Kesejahteraan Rakyat -
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SERTIFIKASI LAIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (Lanjutan)

. Tata cara sertifikasi instalasi tenaga listrik yaitu:

Permohonan
Sertifikasi

Dilakukan oleh
Pemegang IUPTL,
pemilik instalasi
pemanfaatan TT , TM
atau TR dengan
melengkapi data yang
dipersyaratkan

Diajukan kepada LIT
terakreditasi atau LIT
ditunjuk

ESDM untuk Kesejahteraa

Pelaksanaan
Sertifikasi

LIT melakukan
pemeriksaan dan
pengujian instalasi
tenaga listrik

Pemeriksaan dan
pengujian mengacu
pada item uji yang
telah ditetapkan

akyat

LIT mengajukan
permohonan registrasi

Dirjen memberikan
nomor register SLO

SLO oleh LIT-TR tidak
diperlukan proses
register

Sertifikat Laik
Operasi

LIT terakreditasi dan
LIT-TR menerbitkan
SLO

Menteri menerbitkan
SLO untuk LIT yang
ditunjuk

SLO menggunakan
format yang telah
ditetapkan

R
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SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK (Lanjutan)

D. Format Sertifikat Laik Operasi:

C. Format Sertifikat Laik Operasi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik

s R oy e h NAMA LEMBAGA INSPEKS| TEKNI¥ Lo weo
Lotsrocn otanGoan ALAMAT, NO TELP /FAX prarradarpy o
TEKNIK R — Lt e

Akreditasi Menteri Encergi dan Sumber Daya Mineral Nomor... Tahun ...

SERTIFIKAT LAIK OPERASI

Nomor Serdifikatl: . rmmersrmsresssms
Nomor Registrasii .....corrmmrermsmmerses

Denganini menerangkan bahwa instalasi distribusi te nogao listrik:

Nama distribusi E B i i

Nama pemilik 2 ST R o P
Lokasi distribusi < ; R T Y STy SO0
Jenisinstalasi : Jaringan / Gardu Distribusi / Jaringan dan Gardu Distribusi®)

Panjang Saluran 3

Kapasitas Gardu Distribusk )

Tegangan pengenal e R ToEF e e ———
Nomor LTHPP langgal

lelohsesvaidengan kelenfvan keselamatan kelenagaliskrikan sehinggadinyatakan :

LAIK OPERASI
Sedifikal Laik Operasi ini berlaku sampail dengan langgal . i e SEpanjang lidak ada pervbahan
kapasitas. pervbahan instalasi, direkondisi alav direlokasi.
Ditetapkan di b
padatanggal
Jabalan.
fondolangaondanstempel

(Nama lengkap)

CATAIAN
" disesuakan

ESI]M untuk Kesejahteraan Rakyat




SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK (Lanjutan)

E. Masa berlaku Sertifikat Laik Operasi

Jenis Instalasi TL Masa Berlaku (Tahun)

Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik 5
Instalasi Transmisi Tenaga Listrik 10
Instalasi Distribusi Tenaga Listrik 10
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 15

0 SLO untuk instalasi pembangkit tenaga listrik, instalasi transmisi tenaga listrik |,
instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi
dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, tidak berlaku apabila
terdapat: perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.

O SLO untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, tidak berlaku
apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi atau direkondisi

O SLO instalasi tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu tersebut diatas dan dapat
diperpanjang

=2 FSOM untuk Kesejahteraan Rakyat v l




SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

A. Tata cara sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan:

Permohonan
Sertifikasi
Kompetensi

Dilakukan oleh
pemegang [UPTL,
pemegang izin operasi
atau pemegang [UJPTL
dengan melengkapi
data yang persyaratkan

Permohonan diajukan
kepada LSK
terakreditasi atau LSK
yang ditunjuk

ESDM untuk Kesejahteraa

Pelaksanaan
Sertifikasi
Kompetensi

LSK terakreditasi
melakukan pengujian
dan penilaian peserta

Pengujian meliputi uji
tulis, uji lisan dan uji
observasi lapangan

n Rakyat

Registrasi Sertifikat
Kompetensi

LSK mengajukan
permohonan registrasi

Dirjen memberikan
nomor register
Sertifikasi Kompetensi

Sertifikat
Kompetensi

LSK terakreditasi
menerbitkan Sertifikat
Kompetensi

Menteri menerbitkan
Sertifikat Kompetensi
untuk LSK yang
ditunjuk

Sertifikat Kompetensi
menggunakan format
yang telah ditetapkan

Sertifikat Kompetensi
berlaku untuk 3 tahun
dan dapat diperpanjang
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FORMAT SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK

A. FORMAT SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN - TAMPAK MUKA

PR Qe o ' Nama Lembaga Sertifikasi Kompetensi
EURR LSO | | SOTEE. BNTA Name of Competency Certification Body LOGO LAINNYA | | LOGD LAINNYA
SERTIFKASI YANG DIANGGAP < A b
KOMPETENSI PERLU YANG DIANGGAP | ;::Q ,[NANGGAP
PERLU L
Alamat No Telepon No Fax Y \
Address Phane Number Fax Number |
Akreditzsi Menteri Energi dan Sumber Daya Mincral Nomor : Tanggal
MWinister of Ewergy  and Mineral Resowrces Acoreduation Number Dane
SERTIFIKAT KOMPETENSI

CERTIFICATE OF COMPETENCY

Noemor Sertafikat

Certificare Number

Nomor Registrast ;|

Registration Number | .
Dengan im dinyatakan bahwa
This s fo cenify that,

Nama Tempat(place)
Name Tanggal (date)
Nama LL5K (LSK name)
Tempat dan Tenggal Laher Ketua (Head)
Place and Dale of Birth
Telah dinyatakan komgeten Bidang Sub Bidang..... Unit Kompetensi
Has beean declfared thd competant for .

Sub Fieid compentency unif

PAS FOTO
31X 4

Tanda tangan pembk sevtfikat

Sapnstues

{Nama Ketua LSK)
LSK Head Name
Sentifikat ini bertaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan

The Valdily of this Certificate is 3 (three) years since ssued




SERTIFIKASI BADAN USAHA

O Sertifikat Badan Usaha (SBU) wajib dimiliki oleh usaha jasa penunjang tenaga listrik
yang meliputi:

= konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;

» pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
» pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;

" pengoperasian instalasi tenaga listrik;

= pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

» sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

0 Kewajiban sertifikasi Badan Usaha dikecualikan untuk lembaga di Kementerian yang
melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang meliputi:

= pendidikan dan pelatinan dibidang ketenagalistrikan; serta
= sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

A= SDM untuk Kesejahteraan Rakyat -




Permohonan
Sertifikasi Badan
Usaha

Badan Usaha
mengajukan
permohonan sertifikasi
badan usaha dengan
melengkapi persyaratan
administratif dan teknis

Permohonan diajukan
kepada LSBU
terakreditasi

/ESDM untuk Kesejahteraan
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TATA CARA SERTIFIKASI BADAN USAHA

Pelaksanaan
Sertifikasi Badan
Usaha

LSBU terakreditasi
melakukan evaluasi
permohonan dan
penilaian kesesuaian
klasifikasi dan/atau
kualifikasi

Rakyat

Registrasi Sertifikat
Badan Usaha

LSBU terakreditasi
mengajukan
permohonan registrasi

Dirjen memberikan
nomor register
Sertifikat Badan Usaha

Sertifikat Badan
Usaha

LSBU terakreditasi
menerbitkan SBU

Menteri menerbitkan
SBU bila belum
terdapat LSBU

terakreditasi

Sertifikat Badan Usaha
menggunakan format
yang telah ditetapkan

SBU berlaku untuk 5
tahun dan dapat
diperpanjang
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FORMAT SERTIFIKAT BADAN USAH

A. FORMAT SERTIFIKAT BADAN USAHA - TAMPAK DEPAN

] — , = ‘
LEMDAGA CABNYA 1 ] NAMA L EMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA LAIMRYA LASHYA
SRIFAM YANG YANG YAMNG
5331' "':f‘.if:‘" Akreditzsi Monteri Cnergl dan Sumber Days Mineral Nomor: ... Tanggal: m::.;f.]” m:::lu
SERTIFIKAT BADAN USAHA
Nomor Sertifikat: . . sesedasdanss RARARPIRIIFS SIS SN

Nomor Registrasi: ...................

Dengan ini mencrangkan bahwa!
Namo Badan Usahao
Penanggung Jawab Badan Usaha : 6 SR A b L vl e b m e m e M T ST S S s YER Tt SO SL AL NEE LA A M RAD S a5 b n e
Alomaol Badan uzaha
Kabupalen/Kola
Nomor Telepon. Fax, Email
NPWP
Joniz Usaha 3 . se e § 0000044004 008804400Ubstide bt nambienebTb b aariesfueTa as S hY YT TS PO IS PUIPEITYS NRIORRANEA

Klazdikazi
sidang
Sub bidang
Kuvalfikosi

Proving! ...,

lelah memiliki kemampuan dan dapal melckzanakan kegiolan uvsohe joza penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia zezval dengan
klazifikazi dan kvalifikasi sebagaimana tercantum dalam sedifikat ini

Seftikat Badon Usaha ini berlaku sampaoi dengan lenggal e L5 sepanjong lidok ada pervbahan dato klosifikasi dan kvaliikasi

Ditetapkan di
pada langgoel ...,
Joabatan

tanda tangan dan stempel

(Nama lengkap)




HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

0 Pemegang sertifikat akreditasi, pemegang surat penetapan Menteri dan pemegang
surat penunjukan Menteri berhak melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga
listrik sesuai dengan lingkup Akreditasi, penetapan dan penunjukan yang diberikan

O Setiap pemegang sertifikat akreditasi, pemegang surat penetapan Menteri dan
pemegang surat penunjukan Menteri, wajib memenuhi ketentuan yang telah
ditetapkan dan dilarang memberikan jasa yang menimbulkan konflik kepentingan;

O Setiap pemegang sertifikat akreditasi, pemegang surat penetapan Menteri dan
pemegang surat penunjukan Menteri yang melanggar ketentuan yang telah
ditetapkan dikenai sanksi administratif oleh Menteri yang berupa:

» Teguran tertulis
= Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
= Pencabutan sertifikat akreditasi, surat penetapan atau surat penunjukan




KETENTLAN PERALIHAN

4 Keputusan Menteri tentang penetapan sebagai LIT-TR dan surat penunjukan
sebagai LIT yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
tetap berlaku sampai masa berlakunya habis;

O Sertifikat Akreditasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini dalam jangka waktu 1 tahun setelah Peraturan Menteri ini wajib
disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;

L2 FSOW untuk Keseahteraan ikt .




PENUTLIP

L Saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, beberapa ketentuan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku, yaitu:

» Ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 Ayat (2), dan Pasal 16 Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28
Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2011;

= Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002
tanggal 31 Juli 2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2011;

» Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal
14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun Tahun 2005 tanggal 29 Desember
2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 046 Tahun 2006 tanggal
29 Agustus 2006;

O Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan (tanggal 4 Februari 2014)

-*=>7ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat I 7 7 ﬂ_ﬁ
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Terima Rasih

www.d|k.esdm.go.id
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